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SALINAN

 

 
 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/184/KUM/2026 
TENTANG 

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN 
 PENJABAT KEPALA DESA MURUNG RAYA KECAMATAN DAHA UTARA 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan 

Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang 
berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa 

jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai 
Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat 

Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa 
antarwaktu hasil Musyawarah Desa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 
tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan 

Penjabat Kepala Desa Murung Raya Kecamatan Daha 
Utara; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6914); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  6623); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 

2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
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Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1222); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan 
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 

11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 
2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 
Nomor 9); 

 

Memperhatikan: Surat Camat Daha Utara Nomor B/400.10.2/95/CDU Hal 

Usulan Penjabat (Pj) Kepala Desa Murung Raya tanggal 4 Mei 
2026; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 

KESATU : Memberhentikan dengan hormat  Kepala Desa dan mengangkat 
Penjabat Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
dalam diktum KESATU adalah sampai dilantiknya Kepala Desa 

terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Murung Raya. 
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 19 Mei 2026 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

          ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 
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Tembusan: 
1. Gubernur Kalimatan Selatan 

2. Kepala DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
3. Kapolres Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

4. Dandim 1004 Kabupaten Hulu Sungai selatan 
5. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan 

6. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/184/KUM/2026 

TENTANG 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN 
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA 

MURUNG RAYA KECAMATAN DAHA UTARA 
 

NO 
NAMA KEPALA DESA 

YANG DIBERHENTIKAN 

NAMA PENJABAT 

KEPALA DESA 
YANG DIANGKAT 

DESA KECAMATAN 

1 2 3 4 5 

1 MHD. YUSUF 
WAHYUDINOR, SE. 

M.Si 

MURUNG 

RAYA 

DAHA 

UTARA 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 
 
 


